
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA

SERI :£NOMOR : u,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR (I, TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam. pelaksanaan otonomi daerah,
Pemerintah Kabupaten Nias Utara berwenang dalam
Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Nias Utara dilaksanakan menurut
ketentuan dan peratuxan perundang- undangan yang
berlaku, serta sebagai usaha mewujudkan Kabupaten
Nias Utara sebagai Kota Pendidikan;

c. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nias
Utara diarahkan untuk mewujudkan upaya
peningkatan sumber daya manusia yang memiliki
daya saing global;

d. bahwa Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nias
Utara berdasarkan pada sdstem pendidikan nasional
dan standar nasional pendidikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pendidikan di Kabupaten Nias Utara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

.
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistera Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

8. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4429);

!
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Biasa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun2008 tentang
Pendanaan Pendidikan; —17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11
Tahun 2005 Tentang buku teks Pelajaran;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80
Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi
Pendidikan Non Formal;

20. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;
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21. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar
isi;

22. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar
pengelolaan;

23. Permendiknas tentang ketenagaan :
a Nomor 12 Tahun 2007 tentang pengawas sekolah;
b. Nomor 13 Tahun 2007 tentang kepala sekolah;
c. Nomor 16 Tahun 2007 tentang pendidik;

24. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar
kelulusan;

25. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar
penilaian;

26. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar
sarana prasaxana;

27. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar
proses;

28. Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar
pembiayaan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

30. Permendagii Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

31. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
044/ U /2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah;

32. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
162/U/ 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru
sebagai Kepala Sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

Dan
BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN : .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Menetapkan :

c-
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1 . Daerah adalah Kabupaten Nias Utara;
2 . Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Utara;
3 . Bupati adalah Bupati Nias Utara;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias

U tara;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;
7. Warga Kabupaten adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah

KabupatenNias Utara dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nias
Utara;

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktifmengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan
akhlak mulia, serta ketrampilanyang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara;

8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkanpontensi diri melalui proses pembelggaran yang
tersedia pada jalur, jenjang,dan jenis pendidikan tertentu;

9 . Tenaga kep>endidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dandiangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

10 . Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai
.guru, dosen.konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur,

dan sebutan lain yangsesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakanpendidikan;

11 . Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

meng^’ar,membimbing, mengarahkan, melatih, mendai dan
mengevaluasi peserta didikpada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal , pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

12. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi
tugas untukmemimpin suatu unit sekolah dimana diselenggarakan
proses pembelajaran, atautempat dimana teijadi interaksi antara guru
yang memberi pelajaran danpeserta didik yang menerkna pelajaran;
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13. Pengawas adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai
pelaksanateknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap
sejumlah satuanpendidikan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh
instansi yang berwenang.

14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik
untukmengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan
yang sesuai dengan tujuan pendidikan;

15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkantingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;

16. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan
tujuanpendidikan suatu satuan pendidikan;

17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yangmenyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan
informal padasedap jenjang dan jenis pendidikan;

18. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAL'D adalah
suatu upayapembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untukmembantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anakmemiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut;

19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu
bentuksatuan PAUD pada jalur pendidikan formal
menyelenggarakan programpendidikan bagi anak berusia 4 (empat)
tahun sampai 6 (enam) tahun;

20. Sekolah adalah :
a. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
b. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar

Biasa(SMR/SMPLB);
c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

(SMA/SMALB);
d. Sekolah MenengahKejuruan (SMK); dan
e. Perguruan Tinggi.

21. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) , Madrasah Tsanawiyah
( MTs) ,Madrasah Aliyah ( MA ) , dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

yang
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22. Raudhatul Athfal yang selanjutoya disebut Raudhatul Athfal (RA) dan
Bustanul Athfal yangselanjutnya disebut Bustanul Athfal (BA) adalah
salah satu bentuk satuan PAUD pada jalurpendidikan formal yang
menyelenggarakan program pndidikan keagamaanlslam bagi anak
usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

23. Tainan Pendidikan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah
satu bentuksatuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang
menyelenggarakanprogram kesejahteraan sosial, program pengasuhan
anak, dan programpendidikan anak sejak lahir sampai dengan
berusia 6 (enam) tahun;

24. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut Kelompok Bermain (KB)
adalah salah satu bentuksatuan PAUD pada jalur pendidikan non

formal yang menyelenggarakanprogram pendidikan dan program
kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua)tahun sampai dengan 4
(empat) tahun;

25. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah
Ibtidaiyah (MI) , atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah
Menengah Pertama (SMP) . dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) , atau
bentuk lain yang sederajat;

26. Sekolah Dasar selanjutnya disebut Sekolah Dasar (SD) adalah salah
satu bentuk satuanpendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjangpendidikan dasar;

27. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut Madrasah Ibtidaiyah
(MI) adalah salah satu bentuksatuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengankekhasan Agama Islam
pada jenjang pendidikan dasar didalam binaan MenteriAgama dan
Pemerintah Daerah;

28. Sekolah Menengah Pertama. yang selanjutnya disebut SMP adalah
salah satubentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umumpada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan
dari SD, MI atau bentuk lainyang sederajat;

29 . Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah
satu bentuksatuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengankekhasan Agama Islam pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dariSD, MI atau bentuk lain yang
sederajat di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah;
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30. Pendidikan Menengah adaLah jenjang pendidikan lanjutan dasar,
berbentukSekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah MenengahKejuruan (SMK) , dan Madrasah Aliyah Kejuruan
( MAK) , atau bentuk lain yang sedrajat;

31. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu
bentuksatuan pendidikan fonnal yang menyelenggarakan pendidikan
umum padajenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,

MTs atau bentuk lain yang sederajat;
32 . Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu

bentuk satuanpendidikan fonnal yang menyelenggarakan pendidikan
umum dengan kekhasanAgama Islam pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP,MTs, atau bentuk lain yang
sederajat di dalam binaan Menteri Agarna danPemerintah Daerah;

33. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah
salah satubentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan danpelatifcan pada jenjang pendidikan menengah sebagai
lanjutan dari SMP’

, MTsalau bentuk lain yang sederajat;
34 . Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang vangterdiri atas pendidikan dasar.pendidikan menengah
dan pendidikan tinggi;

35. Perguruan Tinggi adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
beijenjang yang mencakup program pendidikan diploma, saijana,
magister, spesialis, dan doktor;

36 . Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan
fonnal yangdapat dilaksanakan secara terstruktur dan beijenjang;

37. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan;

38. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang
memilikitingkat kesulitan dalam mengik’.'ti - proses pembelajaran
karena kelainan fisik,emosional, mental, sosial dan atau memiliki
potensi kecerdasan dan bakatistimewa;

39. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik
di daerahterpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,
danmengalami bencana alam, beneana sosial, dan tidak mampu dari
segi ekonomi;

40. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan dasar dan
menengahyang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan
kurikulum yang menunjangupaya pengembangan potensi , ekonomi,
sosial, dan budaya masyarakat daerahsetempat;
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41. Pendidikan bertaraf mtemasional adalah pendidikan
diselenggarakandengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan
dan diperkaya denganstandar pendidikan negara maju;

42. Wajib belajar adalab program pendidikan minimal yang harus diikuti
oleh warganegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

43. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dansumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

44. Organisasi profesi pendidikan adalah kumpulan warga pendidikan
sesuai denganprofesi tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non
komersial;

45. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan
pendidikanberdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan
potensi masyarakatsebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan
untuk masyarakat;

46. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri 3'ang beranggotakan
berbagai unsurmasyarakat yang peduli pendidikan;

47. Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri
beranggotakan orangtua/wali peserta didik,

sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakatyang peduli pendidikan
pada satu sekolah/madrasah atau sekelompok sekolah/madrasah;

48. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikandiseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

49. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan,isi,dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikantertentu;

50 . Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
penetapanmutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan
pada setiap jalurjenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggung jawabanpenyelenggaraan pendidikan;

51 . Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu
pendidikanberdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan

52. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan
dalampenyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga
kependidikan, masyarakat,dana, sarana dan prasarana.

yang

yang
komunitas
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BAB II
VISI DAN MISI PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi Pendidikan di Kabupaten Nias Utara adalah “Terwujudnya Sum.ber
Daya Manusia yang Beriman, Cerdas, Mandiii, dan Menguasai Teknologi”.

Pasal 3

Misi Pendidikan di Kabupaten Nias Utara adalah :
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan

Yang MahaEsa;
2. Meningkatkan perluasan, pemerataan akses, serta peningkatan mutu,

relevansidan daya saing;
3. Mewujudkan ctonomi pendidikan dengan mengemfcangkan sistem

manajemenpeningkatan mutu berbasis satuan pendidikan;
4. Menumbuh kembangkan minat baca dan gemar belajar pada warga

masyarakat;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pendidikan;

dan
6. Meningkatkan tata kelola, akuntabilltas dan citra publik pendidikan.

BAB III
FUNGSI, TUJUAN DAN DASAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Ftmgsi

Pasal 4

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkandan
mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal
sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan
taJhap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki
pendidikan selanjutnya
Pendidikan dasar pada SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat
berfungsi:
a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak .

mulia, dankepribadianluhur;

( 1)

(2)
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b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta
tanaJh air;

c . memberikan dasar-dasar kemampuan intelekraal dalam bentuk
kemampuandankecakapan membaca, menulis, dan berhitung;

d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e . melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan

mengapresiasi sertamengekspresikan keindahan, kehalusan, Han
hannoni;

f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran
jasmani; dan
mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan
pendidikan keSMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Pendidikan dasar pada SMP/ MTs atau bentuk lain yang sederajat
beifungsi:
a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai

keimanan,akhlakmulia, dan kepribadian luhur yang telah
dikenalinya;

b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai
kebangsaan dancintatanah air yang telah dikenalinya;

c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan

mengapresiasi sertamengekspresikan keindahan, kehalusan, dan
harmord;

e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik
untukkesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan
pendidikan kejenjang pendidikan menengah atau untuk hidup
mandiri di masyarakat.

(4) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan
berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, danberkepribadian luhur;
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

(5) Pendidikan menengah urnum berfungsi:
a meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai

keimanari, akhlakmulia, dan kepribadian luhur;

g-

bagi
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b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai
kebangsaan dancinta tanah air;

c. mempeiajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi

sertamengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang oiahraga, baik

untukkesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan

pendidikan kejenjang pendidikan tinggi dan untuk hidup mandiri
di masyarakat.

(6) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
a meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai

keimanan, akhlakmulia, dan kepribadian luhur;
b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai

kebangsaan dancinta tanah air;
c. membekaii peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan

dan teknologiserta kecakapan kejuruan para profesi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat;

d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi
sertamengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang oiahraga, baik
untukkesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di
masyarakatdan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
tinggi.

(7) Pendidikan non formal dan informal berfungsi sebagai pengganti,
penambahanatau pelengkap pendidikan formal
masyarakat yangmemerlukan layanan pendidikan
mengembangkan pohmsinya denganpenekanan pada penguasaan
pengetahuan dan ketrampilan fungsional sertapengembangan sikap
dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan
sepanjang hayat.

(8) Pendidikan khusus berfungsimelayani peserta didik berkelainan agar
memiliki potensi kecerdasandan bakat istimewa yang diselenggarakan
melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.

(9) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan kepada peserta didik karena mengalami
hambatan masalah ekonomi atau menyandang masalah sosial dalam
rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional.

bagi warga
untuk
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Tujuan
Pasal 5

( 1 ) Pendidikan formal bertujuan:
a_ Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, . berakhlak mulia, sehat, berilnm, cakap, kritis, kreatif,
inovatif. mandiri, perca}ra did, dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan
lebih lanjut sejalan dengan pencapaianTujuan Pendidikan
Nasional;

b. Mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional,
spiritual, dan sosial peserta didik sesuai masa pertumbuharmya;
dan
Membentuk manusia berkualitas yang nenguasai
pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha, dan
memberikan bekal kompetensi keahlian atau kejuruan kepada
ketrampilan peserta didik untuk bekeija dalam bidang tertentu
sejalan dengan pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional.

(2) Pendidikan non formal bertujuan untuk membentuk manusia yang
memiliki kecakapan hidup. sikap wirausaba, dan kompetensi
untukbekeija dalam bidang tertentu serta dalam rangka mewujudkan
Tujuan Pendidikan Nasional.

(3) Pendidikan infoimal bertujuan memberikan keyakinan, estetika,
sertapeningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam
rangkamencapai Tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan pendirian
Negara KesatuanRepublik Indonesia

i

ii n illC.

DASAR
Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan dasar
demokrasi, keadilan, keterbukaan, keteladanan, keunggulan dan
kebersamaan.
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BAB IV
RUANG LINGKUP PENDIDIKAN

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi;
1. Pendidikan Formal;
2. Pendidikan Non Formal;
3. Pendidikan Informal;
4. Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peserta Didik;
6. Wajib Belajar,
7. Sarana Prasaxana Pendidikan;
8. Kuiikulum Pendidikan;
9. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
10. Pendidikan Bertaxaf Intemasional;
11. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12. Anggaran Pendidikan;
13. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi;
14. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian nasional; dan
15. Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/ Madrasah, Komite Pendidikan

Non Formal Indonesia (PNF1) , dan Peran Serta Masyarakat.

i

i

BAB V
BENTUK DAN JENIS PENDIDIKAN

Baginn Kesatu
Bentuk
Pasal 8

(1) Bentuk pendidikan meliputi :
a Pendidikan, formal:

Pendidikan anak usia dini;
Pendidikan dasar;
Pendidikan menengah; dan
Pendidikan tinggi.

Pendidikan non formal:
Lembaga Kursus;
Lembaga Pelatihan;
Kelompok Belajar;

b.

C-'
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Madrasah Diniyah;
Majelis Taklim;
Pondok Pesantren;
Tainan PendidikanAI-Qur'an (TPQ/TPA); dan/atau
Bentuk lain yang sejenis.

Pendidikan informal :
Keluarga;- Masyarakat, .
Media massa

c.

(2) Jenis
a Pendidikan formal :

PAUD pada jalur Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal
(RA) , Bustanul Athfal (BA), Taman kanak-kanak Luax Biasa
(TKLB), ataubentuk lain yang sederajat :
* Pendidikan dasar pada jalur 3D/3DL3/ MI, SMP/MTs;
* Pendidikan menengah pada jalur SMA/SMALB/MA dan

SMK/ MAK; dan
* Pendidikan tinggi pada jalur diploma, saijana, magister,

spesialis, dan doktor .
b. Pendidikan non formal :

Lembaga Kursus;
Lenibaga Pelatihan;
Kelompok Belajar;
Madrasah Diniyah;
Majelis Taklim;
Pondok Pesantren; dan
Taman Pendidikan'AI-Qur'an (TPQ/TPA).

c. Pendidikan informal :
Pengajian; «.
dll

(3) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi
jenjangpendidikan menengah. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah
Dasar (SD).Madrasah Ibtidaiyah ( Ml), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB) dan bentuk lainyang sederajat, serta Sekolah Menengah
Petama (SMP) , Madrasah Tsanawiyah(MTs), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yangsederajat.
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(4) Pendidikan menengaii merupakan lanjutan pendidikan dasar.
PendidikanMenengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) ,
Madrasah Ahyah (MA) , danSekolah Menengah Kejuruhan (SMK),
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa(SMALB) dan Madrasah Alryah
Kejuruan (MAK) , atau bentuk lain yang sederajat.

(5) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengahyang mencakup program pendidikan diploma, saijana,
magister, spesialis, dandoktor yang diselenggarakan oleh Pergu.ruan
Tinggi. Penyelenggaraanpendidikan tinggi di Kabupaten Nias Utara
sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal iniakan diatur lebih lanjut
dengan peraturan Bupati.

BAB VI
Program Dan Basil Pendidikan

Program
Pasal 9

( 1) Program pendidikan formal :
1.1 . Pendidikan formal diselenggarakan dengan sistem paket atau

sistem SKS :
1.2. 1 . Sistem paket adalah system penyelenggaraan program

pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti
seluruh mata pelajaran dan beban stuck yang sudah
ditetapkan untuk setiap tingkatan kelas, sesuai dengan
struktur yang berlaku pada satua pendidikan
dimaksud.

1.2.2. Sistem SKS (Sistem Kredit Semester) adalah system
penyelenggaraan program pendidikan }'ang peserta
didiknya menentukan sendiri jumlah beban belajar dan
mata pelajaran yang diikuti setiap semester.

(2) Program pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal
dan bentuk lain yang sederajat dikembangkanuntuk(RA) ,

mempersiapkan peserta diriik memasuki Sekolah Dasar (SD) ,
Madrasah Ibtidaiyah ( Ml) , atau bentuk lain yangsederajat.

(3) Program pembelajaran Tainan Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal
( RA) , dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakandalam konteks
bermain yang dapat dikelompokan menjadi:
a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
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b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan

pengetahuandan teknologi;
d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan

kesehatan.

(4) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dirancang dan diselenggarakan:
a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan

mendorongkreativitas serta kemandirian;
b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan

mental anak sertakebutuhan dan kepentingan terbaik anak,
c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan

masing-masinganak;
d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan,

gizi, danstimuiasipsikososial; dan
e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan

budaya anak.

Bagism Kedua
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 10

(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan non formal dapat berbentuk :
a Lembaga Kursus;
b. Lembaga Pelatihan;
c. Kelompok Belajar;
d. Madrasah Diniyah;
e. Majelis Taklim;
f. Pondok Pesantren;
g. Taman Pendidikan'AI-Qur'an (TPQ/TPA); dan
h. Bentuk lain yang sejenis.

(2) . Program pendidikan non formal meliputi :
a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
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b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
c. Pendidikan Keaksaraan;
d. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Keija;
e. Pendidikan Kesetaraan;
f. Pendidikan Keagamaan; dan
g. Pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan

mengembangkanketnampuan peserta didik.
untuk

Bagian Ketiga
Pendidikan Informal

Pasal 11

( 1 ) Pendidikan infoimal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh
keluarga dan lingkungan tertnasuk pendidikan yang dilakukan oleh
tokoh agama/masyarakat adat, pendidikan oleh. media masa,
pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan. hiburan,

pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat,

pendidikan alam melalui interaksi dengan alam, dan lain-lain yang
tidak tertnasuk dalam jalur pendidikan formal dan non formal .

(2) Pemerintah Daerah dapat melarang penyampaian informasi atau
hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang tidak sesuai
dengan tujuan pendidikan nasdonal dan tujuan pendin.an Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

BA.B VI
Program dan Hasll Pendidikan

Pasal 12

( 1 ) Program pendidikan :
1.1 . Pendidikan formal diselenggarakan dengan sistem paket atau

sistem SKS :
1.2. 1 . Sistem paket adalah system penyelenggaraan program

pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti
seluruh mata pelajaran dan beban studi yang sudah
ditetapkan untuk setiap tiugkatan kelas, sesuai dengan
struktur yang berlaku pada satua pendidikan
dimaksud.

is



1.2 . 2. Sistem SKS (Sistem Kredit Semester) adalah system
penyelenggaraan program pendidikan yang peserta
didiknya menentukan sendiri jumlah beban belajar dan
mata pelajaran yang diikuti setiap semester.

1.2. Pendidikan non formal :
1.2. 1 . Program pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK),

Raudhatul Athfal ( RA) , dan bentuk lain yang sederajat
dikembangkanuntuk mempersiapkan peserta didik
memasuki SD, MI, atau bentuk lain yangsederajat.

1.2.2. Program pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) ,
Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat
dilaksanakandalam konteks bermain yang dapat
dikelompokan menjadi:
a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan

akhlak mulia;
b. bermain dalam rangka pembelajaran sosiai dan

kepribadian;
c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan

pengenalan pengetahuandan teknologi;
d . bermain dalam rangka pembelajaran estetika, dan
e . bermain dalam rangka pembelajaran jasmani,

olahraga, dan kesehatan.

1.2.3. Semua permainan pembelajaran sebagaimana
drmaksud pada 1.2. 1 dan 1.2.2 dirancang dan
diselenggarakan:
a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, dan mendorongkreativitas serta
kemandirian;

b. sesuai dergan tahap pertumbuhan fisik dan
perkembangan mental anak sertakebutuhan dan
kepentingan terbaik anak;

c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat,
dan kemampuan masing-masinganak;

d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak
terhadap kesehatan, gizi , dan stimulasi psikososial;
dan

e . dengan memperhatikan latar belakang ekonomi,
sosiai, dan budaya anak.
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1.3. Pendidikan informal adalah pendidikan yang ddaksanakan oleh
keluarga dan lingkungan termasuk pendidikan yang dilakukan
oleh tokoh agama/masyarakat adat, pendidikan oleh media
masa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan
hibaran, pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan
masyarakat, pendidikan alarn melalui interaksi dengan alam,
dan lain-lain yang tidak termasuk dalam jalur pendidikan formal
dan non formal.

(2) Hasil Pendidikan
2.1 Pendidikan formal :

-p-XJo-po2.1.1.
2.1.2.

2.2 Pendidikan non formal :
2.2.1 Dihargai sarna dengan hasiiprogram pendidikan formal

setelah melalui proses penilaian penyetaraanoleh
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerahdengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan

2.2.2. Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada bagian
(2.2.1) dilakukan oleh satuanpendidikan terakreditasi
yang ditunjuk oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah
sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2.2.3. Proses penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud
pada bagian (2.2.1)dilakukan melalui semua ujian yang
dipersyaratkan dalam Standar NasionalPendidikan
untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

2.2.4. Hasil Belajar peserta didik pada pendidikan non formal
dapatdigunakan untuk mendaftaxkan pada satuan
pendidikan formal atau nonfonnal pada jenjang yang
lebih tinggi.

2.3. Pendidikan informaldihargal sama dengan hasiiprogram
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian
penyetaraanoleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerahdengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan.
2.3.1.
2.3.2.

i

!

??????
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BAB VII
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 13

( 1) Pendirian satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar, wajib
memperolehizin
rekomendasi daii pejabatyang sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pendirian satuan pendidikan menengah, wajib memperoleh izin
dariPemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan atau
Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pendirian satuan pendidikan non formal, wajib memperoleh izin
dariPemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengankewenangannya

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini berlaku selama
tigatahun dan dapat diperpanjang.

(5) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat
diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupatensesuai dengan
kewenangannya, setelah dilaksanakan evaluasi.

dari Pemerintah Daerah setelah mendapat

Bagian Kedua
Tata Cara Perolehan Izin

Pasal 14

( 1) Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin sebagaimana
diaturdalam pasal 9 ayat ( 1 ) dan ayat (3) mengajukan permohonan
kepada Bupati Nias Utara dan /atau pejabat yang sesuai. dengan
kewenangannya.

(2) Syarat- syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana
dimaksuddalam pasal 9 meliputi :
a. Kurikulum dan silabus;
b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai

dengan rasio;
c. Jumlah peserta didik untuk TK minimal 15 (lima belas)

anak/rombel;
d. Jumlah peserta didik untuk SD minimal 28 (dua puluh delapanj

anak/rombel;
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e. Jumlah peserta didik untuk TKLB/ SDLB/ SMPLB/ SMLB
minimal 5 (lima) anak/ rombel;

f. Jumlah peserta didik untuk SMP minimal 32 (tiga puluh dua)
anak/ rombel;

g. Jumlah peserta didik untuk SMA minimal 32 (tiga puluh
dua)anak/rombel;

h. Jumlah peserta didik untuk SMK minimal 32 (tiga puluh
dua)anak/ rombel;

i. Sarana dan prasarana yang , memungkinkan terselenggaranya
kegiatanpembelajaran sesuai dengan standar pelayanan
minimum;

j. Sumber pembiayaan untuk kelangsungan program;
k. Pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 tahun akademik

berikutnya;
l. Sistem evaluasi dan sertifskasi; serta
m. Manajemen dan proses pendidikan.

(3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan :
a Satuan pendidikan sekolah dasar sederajat :

SD wajib memiliki jarak dengan SD lain minimal 3 km;
Ada panitia pendiri; dan
Memiliki hibah tanah minimal seluas 50 meter x 100 meter.

b. Satuan pendidikan Sekolah Menehgah Pertama dan sederajat :
Ada 3 (tiga) SD pendukung;
Ada panitia pendiri; dan
Memiliki hibah tanah minimal seluas 100 meter x 100 meter.

c. Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat :
Ada 3 (tiga) SMP pendukung;
Ada panitia pendiri; dan

- - Memiliki hibah tanah minimal seluas 100 meter x 100 meter.
d. Satuan pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) dan sederajat :

Ada 3 (tiga) SMP pendukung;
Ada panitia pendiri;
Memiliki hibah tanah minimal seluas 100 meter x 200 meter;
Memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi
kejuruan;
Minimal membuka 2 (dua) jurusan; dan
Bagi yang membuka jurusan Pertanian dan Perikanan
memiliki hibah tanah seluas 5 (lima) hektar.
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(4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
padaketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

(5) Syarat manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud
padaayat( l ) mencangkup:
a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan

pendidikan darisegi tata mang, geografis dan ekologis;
b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan

pendidikan darisegi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan
budaya;

c. pemnbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk
usiasekolah di wilayah tersebut;

d jarak
satuanpendidikan sejenis; dan

e. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan
pendidikan yang ada

pendidikan diusulkansatuan denganyang

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 15

( 1) Pengelolaan pendidikan diiakukan oleh :
a. Pemerintah Pusat:
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kabupaten;
d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
e. Satuan atau program pendidikan.

(2) Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:
a akses masyaraVat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi,

merata, danteijangkau;
b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan

kebutuhandan kondisi masyarakat; dan
c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas

Pasal 16
Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan didaerahnya dan
merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang
pendidikansesuaikewenangannya.

23



Pasal 17

( 1) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan daiam:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana strategis pendidikan;
d. rencana kerja pemerintah;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan;
f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
g. peraturan bupati di bidang pendidikan.

(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( l)merupakan pedoman bagi:
a. semuajajaran pemerintah;
b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
c. satuan atau program pendidikan;
d. dewan pendidikan;
e. konnte sekolah atau nama lain yang sejenis;
f. peserta didik;
g. orang tua/wali peserta didik;
h. pendidik dan tenaga kependidikan;
i. masyarakat; dan
j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

(3) Pemerintah Kabupaten Nias U taramengalokasikan anggaran
pendidikan agar sistempendidikan nasional di Kabupaten Nias Utara
dapat dilaksanakansecara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai
dengan kebijakan daerah bidangpendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( l ) ,ayat (2)

Pasal 18
Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengarahkan, membimbing,
mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi,
dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan di Kabupaten sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 17 .
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Pasid 19

( 1) Bupati menetapkan target tingkatpartisipasi pendidikan pada
semuajenjang danjenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat
Kabupaten.

(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimanadimaksud pada
ayat ( l)dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal .

(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasipendidikan sebagaimana
dimaksudpada ayat - (1), Pemerintah Kabupaten
mengutamakanperluasan danpemerataan akses pendidikanmelalui
jalur pendidikan formal.

Pasal 20

(1) Bupati menetapkan target tingkatpemerataan partisipasi
pendidikanpada tingkat Kabupaten yang meliputi:
a antar Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
b. antar Desa/ Kelurahan atau sebutan lain yangsejenis; dan
c. antara laki-laki dan perempuan.

(2) Bupati menetapkan kebijakan untukmenjamin peserta
didikmemperoleh aksespelayanan pendidikan bagi peserta didik
yangorangtua/walinya tidak marnpu membiayai pendidikan
dasar,peserta didik pendidikankhususatau pesertadidik di daerah
khusus.

Pasal 21

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar
pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dsngan ketentuan
PeratuxanPerundang-undangan.

Pasal 22

( 1 ) Pemerintah Kabupaten melakukan danmemfasilitasi penjaminanmutu
pendidikan
kebijakannasionalpendidikan, kebijakan provinsi bidangpendidikan,
dan Standar NasionalPendidikan.

didaerahnya dengan berpedoman pada
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(2) Daiaxn melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,
Pemermtah Kabupaten berkoordinasi dengan unit pelaksana
tekrusPemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu
pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud
padaayat( l ) , Pemerintah Kabupaten mernfasilitasi:
a. akreditasd program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 23

( 1 ) Pemerintah Kabupaten mengakui, memfasilitasi, membina,
danmelindungi program atau satuan pendidikan bertaraf
intemasionaldan berbasis keunggulari lokal sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan dan memfasilitasi
perintisanprogram atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir
memenuhiStandar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi
program dansatuan pendidikan bertaraf intemasional dan berbasis
keunggulan lokal .

(3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi akreditasi intemasional
programdan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dan ayat(2) .

(4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sertifikasi intemasional
padaprogram dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( l )dan ayat (2) .

Pasal 24

( 1 ) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan berkelanjutan
kepadapeserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan
dan bakatistimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan.teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan
pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan
Intemasional.
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(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian
prestasipuncak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Pemerintah
Kabupatenmenyelenggarakan dan memfasilitasi secara teratur dan
beijenjangkompetisi di bidang:
a_ ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan
d. olahraga.

(3) Pemerintah Kabupaten memberikan . penghargaan kepada peserta
didikyang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat
penyelenggaraan dan fasilitasikompetisi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2j diatur dengan PeraturanBupati.

pembinaan
( 1) serta

Pasal 25

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk
menjaminefisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
yang merupakanpedoman bagi:
a. semuajajaran Pemerintah;
b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
c. satuan atau program pendidikan;
d. dewan pendidikan;
e. komite sekoiah atau nama lain yang sejenis;
f. peserta didik;
g. orang tua/wali peserta didik;
h. pendidik dan tenaga kependidikan;
i . masyarakat;dan
j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 26

( 1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional
didaerah,
melaksanakansistem informasi pendidikan Kabupaten berbasis
teknologi informasi dankomunikasi.

Pemerintah Kabupaten mengembangkan dan
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(2) Sistem informasi pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) merupakan subsistem dan sistem informasi Pendidikan
Nasionai.

(3) Sistem informasi pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud paria
ayat( l ) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi
pendidikan danakses sumber pembelajaran kepada satuan
pendidikan pada semua jenjangjenis, dan jalur pendidikan sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasionai bidang
pendidikansesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Menengah yangdiselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sekurang-kurangnyamemiiiki satu satuan pendidikan yang
berbasis keunggulan iokai dan satu-satuan pendidikan yang bertaraf
intemasional.

2. Masing-masing satuan pendidikan mengeloia dan menyelenggarakan
programpembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan
institusionalnya masing-masingdengan mengacu kepada Standar
Pelayanan Minimum dan pnnsipManajemen Berbasis Sekolah.

3. Setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan, pembelajaran
agamakepada peserta didik sesuai dengan agaxna yang dianutnya dan
diajarkan olehpendidik yang seagama secara proporsional.

4. Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana
dansarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
(2) dilakukanmasing-masing satuan pendidikan bersama dengan
Komite Sekolah/ Madrasah.

5. Susunan organisasi dan tata keija satuan pendidikan yang
diselenggarakanoleh Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 28

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh, Pemerintah atau
PemerintahDaerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan
pendidikan kepadaBupati melalui Dinas Pendidikan Kabupatensesuai
kewenangannya

(.2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas
wajibDaerah,mnPemerintah mempertanggungjawabkan

pengelolaanpendidikan kepada Yayasan penyelenggaxa pendidikan
dan tembusan kepadaPemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten.

(3) Satuan pendidikan yang mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah
dan ataumasyarakat wajib mempertanggungjawabkan dana subsidi
tersebut dengantembusar, Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pendidikan Kabupaten.

BAB VIII
PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 29

(1) Peserta Didik dan setiap Satuan Pendidikan memiliM hak untuk :
a. Mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran danpelatihan

secara layak untuk memperoleh ^tandar kompetensi kelulusan
tertentu;

b. Mendapatkan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan agama
yangdianutnya oleh pendidik yang seagaina;

c. Mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang
diminatinya;

d. Pindah program kejurusan pada jalur dan satuan pendidikan lain
yangsetara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaku;
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e. Bagi peserta didik yang berprestasi di tingkat Kecamatan,
Propinsi, tingkat Nasional dan tingkat Intemasional
mendapatkanbeasiswa/ subsidi pendidikan sesuai ketentuan
berlaku;

f. Mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman
selamaberlangsungnya proses pembelajaran; dan

g. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan
mutupenyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masihg-
masing.

(2) Peserta Didik memiliki kewajiban untuk :
a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan

pendidikandengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya

danmenghormati pelaksanaan ibadah. peserta didik lain;
c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
d. memelihara kemkunan dan kedamaian untuk mevrujudkan

hannonisosial;
e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta

menyayangisesama peserta didik:
f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,

kebersihan,keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,

kecualiyang dibebaskan dari kewajiban;
i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan

yangbersangkutan;
j. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
k. Meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif

dalam rangka mewujudkan kompetensinya; dan —l . Menjaga nama baik sekolah/madrasah dan menghindarkan diri
darisegala bentuk perbuatan tercela.

(3) Bagi setiap peserta didik, dilarang untuk :
a. Meninggalkan sekolah / madrasah selama jam sekolah /

madrasah,kecuali karena alasan khusus, kegiatan
sekolah/madrasah yang untukitu hams dengan sepengetahuan
gum pembina;

b. Melakukan tindakan yang tidak terpuji;
c. Mengikuti atau melaksanakan kegiatan politik praktis di

dalamlingkungan sekolah / madrasah; dan
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d. Merusak fasilitas dan sarana pendidikan.
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan di

bawahbimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan,
sertapembiasaan terhadap peserta didik.

(5) Bagi Peserta Didik yang memperoleh penghargaan tingkat NasionaJ
danlntemasional diberikan penghargaan khusus dari Pemerintah
Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik
sebagaimanadimaksud pad.a ayat ( 1) diatur oleh satuan pendidikan
yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 30

(1) Penemnaan peserta didik pada se'tiap jenjang dan satuan
pendidikandiJakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar diiakukan
tanpadiskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis,
status sosiai,kemampuan ekonomi, dan kemampuan intelektual .

(3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah yang
mendapatsubsidi
tanpadiskritmiiasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis,
status sosial,kemampuan ekonomi dan kemampuan intelektual.

(4) Warga mendapatkan prioritas dalam proses penerimaanpeserta didik
yang diiakukan oleh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.

(5) Komite sekolah / madrasah, organisasi orang tua, peserta didik,dewan
pendidikan, institusi Pemerintah, dan Pemerintah Daesah-
yangmenangani pendidikan, serta pihak lain yang terkait dan yang
tidak terkaitdengan satuan pendidikan dasar atau menengah secara
perseoranganataupun kolektif tidak diperkenankan terlibat dalam
pengambilan keputusanpenerimaan peserta didik satuan pendidikan
dasar atau menengah, secaralangsung maupun tidak langsung,
untuk.menjamin terlaksananya penerimaanpeserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) ayat (2) dan ayat (3) .

dari Pemerintah Daerah diiakukan
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(6) Dalam hal jumiah calon peserta didik Pendidikan Dasar yang melebihi
dayatampung suatu satuan pendidikan, maka satuan pendidikan
melakukanseleksi calon peserta didik atas dasar prestasi akademik
umuj dankemudahan akses fisik calon peserta didik ke Satuan
Pendidikan atauberdasarkan prestasi non akademik lainnya

(7) Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan didasarkan
padahasil evaluasi belajar dan/atau ditambah seleksi lain sesuai

. kompetensiterhadap kebutuhan satuan pendidikan yang
bersangkutan atau berdasarkanprestasi non akademik lainnya

(8) Demi efektifitas dan peningkatan kualitas, secara bertahap daya
tampungjumlah peserta didik yang diterima per kelas untuk jenjang
pendidikan dasaratau yang sederajat dan Pendidikan Menengah atau
yang sederajatditetapkan batas maksimalnya.

(9) Pengaturan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik pada
satuanpendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah
Daerahsebagaimana maksud ayat (6) dan (7) dan penetapan batas

peserta didik sebagaimana maksud ayat (8) pasal
ini akan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupatd .

( 10) Svarat penerimaan siswa barn pada setiap jenjang pendidikan
mempedomani peraturan yang berlaku.

BAB LX
WAJIB BELAJAR

Pasal 31

(1) Wajib belajar bertujuan membenkan pendidikan minimal bagi warga
negaralndonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar
dapat hid”pmandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD, Ml, SDLB, Paket A, SMP,
MTs,SMPLB, Paket B, Paket C, dan bentuk lain yang sederajat.

( 3) Pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan penyelenggara wajib
belajarditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(4) Pendanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah
selanjutnyadiatur dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.

-'So-'
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Pasal 32

(1) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) tahun dapat mengLkutiwajib
belajar.

(2) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sarupai 15 (lima belas)tahun wajib
mengikuti wajib belajar pada pendidikan dasar.

(3) Peserta didjjk wajib belajar yang belum lulus pendidikan dasar
dapatmenyelesaikan pendidikannya sampai lulus dan akan mendapat
subsidi dariPemerintah Daerah.

Pasal 33

(1) Orang tua / wall yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima
belasjtahun sebaiknya menyekolahkan anaknya pada satuan
pendidikan dasar yangdipilihnya

(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan wajib belajar bagi anak berusia
lebihdari 15 (lima belas) tahun pada ' pendidikan di atas Pendidikan
Dasar atauwajib belajar .12 tahun.

Pasal 34

berkewajiban
merencanakantahapan penuntasan wajib belajar sesuai dengan
kondisi dan potensidaerah dengan melibatkan peran serta
masyarakat.

(2) Penetapan penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat ( l)ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan,
Rencana strategisDinas Pendidikan Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daera^(RPJMD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

(3) Pemerintah Daerah Wajib menyediakan sarana dan prasarana,
pendidikandan tenaga kependidikan; serta bantuan lainnya untuk
keperluanpenyelenggaraan wajib belajar.

(4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penuntasan wajib belajar
pendidikandasar.

(5) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan wajib
belajarpendidikan dasar.

(1) Pemerintah Daerah menganggarkah dan
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BAB X
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 35

Setiap satuan pendidikan wajib raemiliid sarana yang meliputi
perabot,peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber
belajar lainnya,bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang
diperlukan untukmenunjang proses pembelajaran yang berkualitas, .
teratur danberkelanjutan.
Setiap satuan pendidikan wajib mengupayakan untuk memiliki
prasaranayang meliputi lahan, ruang kelas7 ruang kepala satuan
pendidikan, ruangpendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan,
ruang laboratorium /bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang
koperasi, ruang UKS, ruang OSI3,ruang Pramuka, ruang MCK, ruang
kantin, instalaa daya dan jasa, tempatberolab rags, tempat
beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi danruang / tempat lain
yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yangberkualitas,
teratur dan berkelanjutan.

Jumlah, jenis dan luas sarana dan prasarana pendidikan secara
bertahapharus mengacu kepada standar pelayanan minimum bidang
pendidikan.

( 1)

(2)

(3)

Pasal 36

(1) Buku teks pelajaran yang memiliki standar mutu baik, digunakan
olehsatuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan rapat
gurudengan pertimbangan komite sekolah, seita :
a Memiliki penilaian kelayakan dar Badan Standar Nasional

Pendidikan(BSNP) untuk buku teks berskala nasional; dan
b. Merupakan buku teks hasil rekomendasi dari pejabat yang

berwenang.
(2) Buku teks pelajaran tidak digunakan lagj oleh Satuan Pendidikan

Dasar danMenengah apabila ada perubahan standar nasional atau
dinyatakan tidaklayak lagi oleh pejabat yang berwenang.

(3) Satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks pelajaran untuk
setiapmata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi
perpustakaannya
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(4) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku
pengayaan danbuku referensi untuk perpustakaan yang diiakukan
oleh satuan pendidikanwajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah
berdasarkan usulan Guru disekolah yang bersangkutan.

(5) Pengadaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dananva
dapatberasaj dari hibah, subsddi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
ataumasyarakat.

BAB XI
KURIKULUM PENDIDIKAN

Pasal 37

( 1) Kurikulmn tingkat satuan pendidikan mencakup 3 (tiga) unsur,
yaitu:KurikuIum Universal, Kurikulum Nasional, dan Kurikulum
Lokai .

(2) Kurikulum universal ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan
perkembanganilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya

(3) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementerian
Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama.

(4) Kurikulum lokai ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan
belajarkhusus masyarakat.

I
I Pasal 38

( 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum
yangbersifat operasional dan disusun serta dilaksanakan oleh satuan
pendidikanmasing-masihg dengan mengacu kepada kerangka dasar
dan struktur yangtelah ditetapkan Oleh Pemerintah yang berbasis
kompetensi, budaya dan karakter bangsa

(2) Kurikulum tingkat satuan Pendidikan dasar dan menengah
dikembangkansesuai dengan relevansi dan kompetensi oleh satuan

masing-masing,bersamapendidikan
sekolah/ madrasah dan dibawah

dengan
koordinasiDinas

komite
Pendidikan

Kabupaten/ lnstansi terkait.

(3) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan
dituangkandalam standar kompetensi kelulusan dan kompetensi
dasar pada setiap tingkatan atau semester dengan memperhatikan
perkembangan peserta didik .
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(4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
dimungkinkan untuk menambah bahan belajar sesuai dengan ciri
khas dan keunggulan masing-masing.

Pasal 39

( 1) Sekolah bersama komite sekolah/ Madrasah mengembangkan
kurikulum dan silabus berdasarkan Standar Nasional, Peraturan
Pemerintah, peraturan Menteri yang relevan dibawah koordinasd
supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten.

(2) Sebagai panduan pelaksanaan kurikulum, kalender pendidikan
daerah hams berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan
dan hari efektifyang ditetapkan secara nasional.

Pasal 40
Bagian Pertama

Kurikulum

( 1 ) Kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran
pilihan.

(2) Mata pelajaran wajib yaitu mata pelajaran yang dimasukkan dalarn
muatan lokal wajib, terdiri dari mata pelajaran Bahasa Daerah
(khusus pendidikan dasar) , mata pelajaran Budi Pekerti, mata
pelajaran Praktik Keagamaan dan mata pelajaran Wawasan
Kebangsaan.

(3) Bentuk pembelajaran Budi Pekerti adalah praktik
menanamkan sikap, tingkah laku yang berbudi luhur dengan alokasi
waktu 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu.

(4),, Bentuk pembelajaran Praktik Keagamaan adalah praktik untuk
menanamkan iman dan taqwa dan tuntas membaca kitab suci dengan
alokasi waktu 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu.

(5) Bentuk pembelajaran Wawasan Kebangsaan adalah untuk
menanamkan rasa nasionalisme pada peserta didik dengan alokasi
waktu 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu .

(6) Ketentuan sebagaimana ayat (3), (4), (5) pasal ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

untuk
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(7) Mata Pelajaran pilihan terdiri dari :
a. Kelompok Seni meliputi : Seni Tari, Pencak Silat dan Seni Bela

Dili lainnya, Seni baca Alkitab, A1 Qur’an, Olahraga tradisional,
Seni Rupa, Seni Pahat, Seni Musik dan Seni lainnya yang telah
ditetapkan oleh lembaga pendidikan.

b. Kelompok Keterampilan meliputi Elektronika, Otomotif,
Komputer, Tata Boga, Tata Busana, Pertanian, Perikanan dan
Kelautan, Kerajinan Teknik perkayuan dan Keramik, Kerajinan
Tangan lainnya, Mental Aritmatika dan keterampilan lainnya yang
telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan dengan tidak
mengesampingkan kurikulum yang berlaku.

c. Kelompok Bahasa meliputi : Bahasa Inggris untuk SD, Bahasa
Asing untuk SMP, SMA dan SMK.

(8) Penentuan untuk mata pelajaran Pilihan diserahkan kepada Sekolah
dengan mempertimbangkan kondisd lingkungan dan kemampuan
peserta didik serta sumber daya yang dimiliki sekolah..

(9) Kurikulum Nasional dan kurikulum lokal wajib dilaksanakan oleh
seluroh satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan
oleh masyarakat.

(10) Penyelenggaraan kurikulum lokal pada semua jenis dan jenjang
pendidikan di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bixpati.

( IT) Pemerintah daerah wajib mengupayakan pengembangan standar
kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal
dengan pedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan,
dengan memberdayakan, Gugus, Kelompok Keija Guru (KKG),
Kelompok Keija Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Keija Pengawas
Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),
Musyawarah Keija Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Keija
Pengawas Sekolah (MKPS), Ikatan Penilik Indonesia (IP1) , Oiganisasi
Profesi Guru dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya.
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Bagian Kedua
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertiflkasi

Pasal 41
Pengembangan Dili

(1) Pengembangan diri ditujukan untuk membantu memandirikan
peserta didik dengan berkembangnya potensi, bakat, minat, serta

- keunikan diri bagi kebahagiaan hidupnya
(2) Program pengembangan diri dapat berupa kegiatan konseling/BK,

pramuka, palang merah remaja, pecinta alam, kaiya ilnriah remaja,
seminar ilmiah., pengembangan kreativitas dan lainnya yang dapat
meningkalkan pengembangan dirinya melalui bakat dan minat.

(3) Biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan diri dmpayakan secara
proporsional dengan konsep subsidi silang guna memaksimalkan
peserta kegiatan, khususnya dah kalangan peserta didik yang tidak
mamnn

(4) Kegiatan pengembangan diri tidak boleh berhubungan langsung atau
tidak langsung dengan kegiatan politik praktis.

(5) Peserta didik SD/SDLB kelas III, iV, V, SMP/SMPLB kelas VII, VIII,
SMA/SMALB dan SMK kelas X, XI , wajib mengikuti pengembangan
diri pramuka

(6) ' Pada kegiatan kepramukaan wajib menanamkan nilai-nilai
nasionalisme yang terkandung daiarn mata pelajaran Wawasan
Kebangsaan.

BAB XI
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bag!aa. Kesatu
Pendidlkan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 42

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkelainan dapat
diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.

(2) Satuan Pendidikan Khusus untuk peserta didik berkelainan dapat
diselenggarakan pada pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Non Formal.
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(3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta
didik yang menyandang kelainan:
a- Tuna Netra di Lembaga SLB A
b. Tuna Rungu Wicara di Lembaga SLB B

Tuna Grahita di Lembaga SLB C
d. Tuna Daksa di Lembaga SLB D

Tuna Laras di Lembaga SLB E
f. Autis di Lembaga SLB Autis

c.

e.

Bagiart Kedua
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

PasaI 43

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada
satuan pendidikan SD/ MI, SMP/ MTs. SMA/MA. SMK/ MAK, atau
bentuk lain yang sederajat.

(2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat berupa :
a program percepatan
b. program pengayaan atau
c. gabungan program percepatan dan program pengayaan

(3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta
didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa sebagai
mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
a kelas biasa
b. kelas inklusif
c. kelas khusus
d. satuan pendidikan khusus.

1
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Bagian Ketiga
Pendidikan Layanan Khusas

Pasal 44

(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalux
pendidikan formal dan non formal.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada jalux pendidikan
formal dapat dilaksanakan melalui:
a. Penyelenggaraan sekolah atau madrasah kecil;
b. Penyelenggaraan sekolah atau madrasah terbuka;
c. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh;
d. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur Pendidikan

Non Formal dapat berbentuk satuan pendidikan kecil atau satuan
Pendidikan Terbuka untuk Kelompck Bermain ( KB), Kelompok
Belajar, Kursus dan Pelatihan dan Bentuk Satuan Pendidikan Non
Formal lainnya

BAB XII
PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
(PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI )

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar
dan pendidikan menengah yang bertaraf internasior- ?JL(berbasis
kompetensi).

(2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf
intemasional. (berbasis kompetensi).

(3) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalaxn
penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan menjadi
bertaraf intemasional. (berbasis kompetensi) .
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Pasal 46

(1) Pemerlntah Daerah dapat menyelenggarakan satruan pendidikan dasar
untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar berbasis
keungguian lokal.

(2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan
berbasiskeunggulan lokal.

(3) Pemerintah Daerah mem.biin.bing dan membantu masyarakat daiam
penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis
keungguian lokal.

Pasal 47

(1) Kurikulum pendidikan bertaraf intemasional berbasis kompetensi
dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar
Nasionai Pendidikan. yangdiperkaya dan dikembarngkan sesuai
dengan standar nasionai pendidikan Negara maju. berbasis
kompetensi

(2) Kurikulum pendidikan berbasis keungguian lokal dikembangkan oleh
satuanpendidikan dengan mengacu pada Standar Nasionai
Pendidikan yangdiperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi
dan kekhasan daerah.

! BAB XIII
PENDIDIKAN NEGARA LAIN
D1 KABUPATEN NIAS UTARA

Pasal 48

I

( 1) Perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesiadapat menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini,
satuanpendidikan dasar, dan atau satuan pendidikan menengah bagi
warganegaranya di Kabupaten Nias Utara setelah mendapat izin dari
instansi yangberwenang.

(2) Apabila satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerimapeserta didik warga negara Indonesia, maka satuan
pendidikan yangbersangkutan wajib memberikan pendidikan agama,
kewarganegaraan, danJBahasa Indonesia kepada peserta didik warga
negara Indonesia.
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(3) Pendidikan againa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajarkan
sesuaidengan agama yang dianut peserta didik dan diajarkan oleh
pendidik yangseagama

(4) Warga Kabupaten Nias Utara yang menjadi peserta didik pada satuan
pendidikansebagaimana vang dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti
Ujian Nasional.

Pasal 48

( 1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di
negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Nias
Utara sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harusbekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan di
Kabupaten Nias Utaraatas dasar prinsip kesetaraan.
Kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajibmengikutsertakan sekurang-kuxangnya 30% (tiga puiuh persen)
pendidikwarga negara Indonesia

(4) Keiiasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajibmengikutsertakan sekurang-kurangnya 80% (delapan puiuh
persen) tenagakependidikan warga negara Indonesia.

(3 )

i BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 48

( 1 ) Pendidik memiliki mendidik,
membimbing,mengarahkan, melatih, memlai. dan mengevaluasi
peserta didik padapendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, danpendidikan menengah.

tugas utama mengajar,

(2) Persyaratan pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
harusmemperhatikan :
a. Keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia;
b. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
c. Bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
d. Memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
e. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai;

•C*”"
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f. Memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi dalam
bidangtugasnya.

Guru memiliki kewajiban untuk terns meningkatkan tugas profesi dan
dapatdibatalkan hak-hak profesinya apabila tidak dapat
melaksanakan tugasprofesionalitasnva dengan baik.

Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Satuan
Pendidikantetap wajib melaksanakan tugas pokoknya
Gum yang diberi tugas menjadi gum dapat diangkat jadi Pengawas
setelah memenuhi persyaratan wajib melaksanakan tugaspokoknya.
Penilaian terhadap standar kinerja gum dilaksanakan oleh Kepala
Satuan Pendidikan bersama dengan mengacu kepada ketentuan dan
peraturan yangberlaku.

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 49

Guru yang berprestasi dapat diangkat sebagai kepala sekolah dan
pengawas atau ke jabatan struktur yang serumpun dengan bidang
pendidikan melimpah sebagai gum ke jenjang satuan pendidikan
yang lebih tinggi atau mendudukijabatan struktural setelah melalui
Uji Kompetensi atau setelah mengikutiPendidikan dan Latihan
Penjenjangan yang dipercayakan dalam jabatanstmktural tertentu.

Gum yang berprestasi dan memenuhi syarat administratif sesuai
ketentuanyang berlaku dapat diusulkan untuk mendapatkan tugas
tambahan sebagaiKepala Satuan Pendidikan setelah melalui seleksi.
Gum yang diberi tugas tambahan diangkat menjadi Kepala Sekolah
hams memenuhipersyaratan umum dan khusus .

Persyaratan umum Gum yang diberi tugas tambahan diangkat
menjadi Kepala Sekolahadalah sebagai berikut :
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Untuk pertama kali diangkat berumur paling tinggi 56 {lima

puluh enam)tahun
c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat Keterangan

DokterPemerintahan
d. Tidak sedang atau pemah menjalani hukuman disiplin sedang

dan beratselama 5 tahun terakhir.

e. Aktif mengajar atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahunpada jenis. dan jenjang sekolah yang akan menjadi
tempatnya bertugas.

/1 \
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f. Nilai DP3 serendah-rendahnya amat baik untuk unsur kesetiaan
dan baikuntuk unsrur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

g. Diusulkan oleh Kepala Sekolah dimana tenaga pendidik tersebut
bertugas.

h. Lulus seleksi calon Kepala Sekolah.

i. Memiliki Surat Tanda Pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah
yangsesuai dengan bldang tugasnya.

j. Tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang
diangkatmenjadi Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh
masyarakat
diperbantukan/dipekeijakan di sekolahtersebut
lembaga lain setelah mendapai persetujuan dariyayasan sekolah
tersebut.

(5) Syarat-syarat diangkat menjadi guru adaiah Khusus bagi satuan
pendidikan kejuruan berijazah S- 1 bisa tidk memiliki non akta IV.

(6) Syarat khusus untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah adaiah :
a Calon Kepala TK , berijazah serendah-rendahnya SI PGTK/ SI

Pendidikan.memiliki jabatan guru penata muda golongan ruang
III /a

b. Calon Kepala SD, berijazah serendah- rendahnya Saijana
(SI) Kependidikan atau memiliki Akta IV Kependidikan atau SI
PGSD denganjabatan Guru Dewasa dengan Pangkat Penata,
golongan ruang Ill / b.

c. Calon Kepala SMP, berijazah serendah-rendahnya Saijana
(SI)Kependidikan atau memiliki Akta IV Kependidikan telah
mendudukijabatan Guru Dewasa Tk. I, golongan ruang IIl /c,
memil ik i pengalamansebagai wakil Kepala Sekolah SMP / pemah
menjadi guru inti SMP / instruktur SMP / Ketua MGMP mata
pelajaran SMP minimal selama 2(dua) tahun.

d . Calon Kepala SMA, berijazah serendah-rendahnya Saijana
(S 1) Kependidikan atau memiliki Akta IV kependidikan telah
mendudukijabatan Guru Pembina, golongan ruang III/c, memiliki
pengalamansebagai Wakil Kepala SMA / pemah menjadi guru inti
SMA / InstrukturSMA / Ketua MGMP mata pelajaran SMA
minimal selama 2 (dua) .tahun.

harusberkedudukan sebagai guru yang
atau dari
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e. Calon Kepala SMK, berijazah serendah-rendahnya Saijana
(Sl)Kependidikan atau memiliki Akta IV kependidikan telah
menaudukijabatan Guru Pembina, goiongan III / c, memiliki
penglaman sebagai WakdKepala SMK / pemah menjadi guru inti
SMK / Instruktur SMK / KetuaMGMP mata pelajaran SMK
minimal selama 2 (dua) tahun dan diutamakandapat bahasa
inggris.

f. Calon Kepala TKLB, berijazah serendah - rendahnya SGPLB / Dill
PLB, berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 ( lima )
tahun,sejak diangkat menjadi CPNS.

g. Calon Kepala SDLB, berijazah serendah-rendahnya Sl-PLB/
S1Pendidikan, berpengalaman mengajar sekurang - kurangnya 5(
lima )tahun, sejak diangkat menjadi CPNS.

h. Calon Kepala SMPLB, berijasah serendah - rendahnya Sl-PLB/
SIPendidikan, berpengalaman mengajar sekurang - kurangnya 5

lima }tahun, sejak diangkat menjadi CPNS
i. Calon Kepala SMLB, berijazah serendah-rendahnya Sl- PLB/

S1Pendidikan, berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5
(limaltahun, sejak diangkat menjadi CPNS, pemah mengikuti
pendidikan danlatihan calon Kepala Sekolah

(7) Syarat menjadi Pengawas :
a. Syarat Umum :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bertatus menjadi PNS aktif.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Tidak pemah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat

sesuaiaturan.
5. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk

unsurkesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur J^ang
lainnya dalam 2tahun terakhir.

6. Lulus seleksi sebagai pengawas.
b. Syarat Khusus :

1. Berijazah serendah-rendahnya SI untuk Pengawas TK/SD,
danberijazah serendah-rendahnya S2 untuk Pengawas
SMP/SMA.

2. Usia tertinggi 50 tahun.

3. Memiliki sertifikat Diklat Pengawas.

4. Pemah menjabat sebagai Kepala Sekolah atau menjadi
Guruberprestasi.

/ 1
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5. Peraah menjadi Guru minimum 8 tahun.
(8) Syarat menjadi Penilik PNFI (Pendidikan Non Formal Indonesia) terdixi

dari:
a. Syarat Umum :

1 . Berunan dan bertaqwa kepada Tuban Yang Maha Esa
2. Bertatus menjadi PNS aktif
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Tidak pemah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat

sesuaiaturan
5. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk

unsurkesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur yang
lainnya dalam 2tahun terakhir.

6. Memfliki kualifikasi akademik dan atau pengalaman kerja
dibidangpendidikan non formal

7. Lulus seleksi sehagai penilik
b. Syarat Khusus :

1 . Berijazah serendah-rendahnya S1
2. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik

Pasal 50

( 1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu periode
masatugas selama 4 (empat) tahun mulai diberi tugas tambahan
menjadi KepalaSekolah.

(2) Setelah menyelesaikan satu periode masa tugas Kepala Sekolah, dapat
diangkatkembali ke periode masa tugas ke dua, apabila hasil
penilaian kineijanj'aminimal baik atau hasil seleksi dinyatakan lulus
oleh panitia/ tim atasanlangsung.

(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
selama 2(dua) periode berturut-turut dengan kineija istimewa, dapat
dipertimbangkandiangkat menjadi pengawas atau menduduki jabatan
struktural sesuai denganketentuan yang berlaku.

(4) Guru yang telah selesai menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah,melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang
jabatan dankewajibannya melaksanakan proses pembelajaran atau
Bimbingan Konselingatau jabatan fungsional yang lain sesuai
ketentuan yang berlaku.

(5) Penilaian tugas Kepala Sekolah dilakukan secara periodik .
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(6) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasdlan
pelaksanaantugas kepala sekolah serta petunjuk pelaksanaannya
ditetapkan oleh DinasPendidikan Daerah.

(7) Hasil penilaian pelaksaan tugas kepala sekolah dijadikan bahan
pertimbanganoleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah untuk
menentukan tindaklanjutnya

(8) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
a- atas permohonan sendiri;
b. telah mencapai usia pensiun;
c. masa penugasan telah berakhir;
d. diangkat pada jabatan lain;
e. dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan;
f. diberhentikan sementara dari jabatan guru;
g. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
h. meninggal dunia.

Pasal 5 1
Mutasl Tenaga Kependidikan

( 1) Rekomendasi dari pengawas
' (2) . Harus ada lolos butuh dari kepala sekolah dari kepala sekolah asal '

dan yang dituju
(3) UPT mengusul ke Dinas Pendidikan Kabupaten
(3) Dinas Pendidikan Kab. Nias Utara meneruskan usul ke Bupati cq.

BKD

Pasal 52

( 1) Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan disesuaikan untuk
masing-masingjenis satuan pendidikan dengan mengacu kepada
kompetensi danstandar minimal yang telah ditetapkan.

(2) Pada satuan pendidikan PAUD (Pendidikan Formal dan Non Formal)
terdapattenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi
Kepala PAUD(Pendidikan Formal dan Non Formal), Guru, Tenaga
Admiriistrasi.
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3) Pada satuan pendidikan SD/ SDLB terdapat tenaga pendidik dan
tenagakependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya Kepala
SD,Guru Kelas, GuruMata Pelajaran dan Tenaga Administrasi.

4) Pada Satuan Pendidikan SD dapat pula diadakan wakil Kepala
Sekolah, KetuaKKG, Guru Pemandu Mata Pelajaran. Pembimbing, dan
Pustakawan.

5) Pada satuan pendidikan SMP terdapat satu orang Kepala SMP,
dibantuempat orang Wakil Kepala Sekolah yang terdiri daxi Wakil
Urusan Kurikulum,Wakil Urusan Kesiswaan, Wakil Urusan Sarana
Prasarana dan Wakil UrusanHubungan Masyarakat, Pembina Ekstra,
Wali Kelas, Guru MataPelajaran/ Rumpun Mata Pelajaran, Guru
Pembimbing, Tenaga Administrasi ,Pustakawan dan Laboran.

6) Pada satuan pendidikan SMP dapat juga diadakan ketua MGMP,
kepajaperpustakaan, kepala laboratoriumm dan Kepala Tata Usaha
Pada satuan pendidikan SMA terdapat satu orang Kepala Sekolah,
dibantuempat orang Wakil Kepala Sekolah yang terdiri dari Wakil
Urusan Kurikulum,Waldl Urusan Kesiswaan, Wakil Urusan Sarana
Prasarana dan wakil UrusanHubungan Masyarakat, Pembina Ekstra
Kurikuler, Wali Kelas. Guru MataPelajaran/ Rumpun Mata Pelajaran,
Guru Pembimbing, Guru Praktik , TenagaAdministrasi, Pustakawan
dan Laboran.

8) ' Pada satuan pendidkan SMA dapat juga diadakan ketua MGMP,
kepala perpustakaan, kepala laboratorium dan Kepala tata usaha.

9) Pada satuan pendidkan SMK terdapat satu Kepala SMK, 4 orang
WakilKepala Sekolah yang terdiri dari Wakil Urusan Kurikulum, Wakil
UrusanKesiswaan, Wakil Urusan Saran Prasarana dan Wakil Urusan
HubunganMasyarakat dan industri , wali kelas ketua jurusan/Ketua
rumpun/ Kepalalnstalasi/Ketua Program Studi/ Kepala Bengkel, guru
mata pelajaran diklat/ rump'’-nmata pelajaran diklat,guru
pembimbing, guru praktek, Tenaga Administrasi .

10) Pada satuan pendidikan SMK dapat juga diadakan ketua MGMD
(Musyawarah Guru Mata Diklat) , kepala perpustakaan, kepala
laboratorium, Kepala Asrama dan Kepala Tata Usaha

11) Untuk SDLB, SMPLB dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat
sekurangkurangnyaterdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
guru, tenagaadministrasi, tenaga perpustakaan, tenaga
laboratorium, tenaga kebersihansekolah, tekrusi somber belajar,
psikolog, pekeija sosial dan terapi.

7)

!

O'"
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12) Untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C sekuxang-kurangnya
terdiriatas pengelola kelompok belajar, tutor, tenaga administrasi
dan tenagaperpustakaan.

13) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan ketrampilan sekurang-
kurangnyaterdiri atas pengelola atau penyelenggara, instruktur,
teknisi, sumber belajar,dan tenaga administrasi.

Pasal S3
Guru Honorer Daerah

Pasal 54

(1) Pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan
kualifikasiakademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan
pada satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan
Masyarakat.

(2) Pemerintah berkewajiban menyediakan tunjangan profesi bag; guru
padasatuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan
masyarakat yangtelah memiliki profesionalitas.

(3) Tenaga keija asing yang digunakan sebagai pendidik di satuan
pendidikanwajib mematuhi kode etik guru dan ketentuan peraturan
yang berlaku.

(4) Pemerintah Daerah 'wajib memberikan tambahan kesejahteraan bagi
tenagapendidik dan kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang
besamyadisesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Nias
Utara.

Larangan
Pasal 55

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran
disatuan pendidikan.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual pakaian seragam
ataubahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan pungutan
diluarketentuan yang berlaku.

(4) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan segala sesuatu
yangmenciderai integritas pendidikan.
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(5) Tenaga pendidik dilarang menyelenggarakan kegiatan tambahan
belajar.bimbingan belajar/privat yang bersifal komersial kepada
peserta didik yangdiajar.

(6) Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku.

Peughargaan
Pasal 56

(1} Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaanJkepada
pendidik dan atau tenaga kependidikan yang dinilaiberprestasi dan
berdedikasi luar biasa/ istimewa.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan
kepadapendidik yang berhasil menulis buku teks bahan belajar
ataumenemukan teknoiogi pembelajaran bam yang diniiai bermutu
tinggi'.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan
kepadapendidik vang hasil penelitiannya secara
memberikan kontribusiterhadap perluasan dan
kandungan ilmu, teknoiogi atau seni.

(4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan
tugasmemperoleh
danpenyelenggaraan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-

undanganyang berlaku.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2), ayat (3),
danayat (4) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan
pangkatsetingkat lebih tinggi, kenaikan pangkat istimewa. piagam,

- uang, ataubentuk penghargaan lainnya.

signifikan
pendalaman

penghargaan dan Pemerintah Daerah

BAB XV
ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 57

( 1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikansekurang-

kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatandan
Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk gaji pendidik dan
biayapendidikan kedinasan.
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(2) APBD yang digunakan pembangunan sektor pendidikan
diprioritaskan untukpeningkatan mutu, pembangunan dan atau
pengadaan sarana prasarana,profesionalitas pendidik dan tenaga
kependidikan serta operasionalpendidikan.

(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada
dasamyabertangungjawab penuh terhadap pengelolaan anggaran
pendidikan yangbersangkutan.

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan untuk percepatan
peningkatanmutu pendidikan di sekolah/madrasah
diselenggarakan masyarakatdapat memberikan subsidi dana
pendidikan secara adii, terbuka/oerdasarkan prospek pengembangan
dan berkelanjutan.

(2) Penghasilan atau pendapatan daerah yang ' diperoleh dari
sektorpendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan
kembaliuntuk pembangunan sektor pendidikan.

(3) Anggaran Pendidikan yang berasal dari pemerintah atau
masyarakarwajib dikelola berdasarkan prinsip keadilan/kecukupan,
keterbukaan danberkelanjutan dengan prioritas pada peningkatan
mum pendidikan dankompetensi kelulusan.

yang

Pasal 59

(1) Rencana Keija dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh
KepalaSekolah/Madrasah bersama Komite Sekolah/Madrasah, harus
mendaparnengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

(2) Format RKAS untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan
oleh DinasPendidikan Kabupaten.

(3) Penyusunan RKAS harus melibatkan Kepala satuan pendidikan, Guru
danKomite Sekolah/Madrasah, selanjutnya hasilnya ditandatangani
bersamaantara Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite
Sekolah/Madrasah.

(4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut tentang anggaran pendidikan
akanditetapkan kemudian dengan peraturan Bupati.
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BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Baglan Kesatu Evaluasi

Pasal 60

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan
secaranasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara
pendidikan kepadapihak-pihak yang berkepentingah.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik.
programpendidikan pada jalur formal maupun non formal untuk
semua jenis dansatuan pendidikan.

lembaga, dan

Pasal 61

(1) Evaluasi basil belajar peserta didik dilakukan cl-eh pendidik untuk
memantauproses. kemajuan, dan perbaikan hasdl belajar peserta didik
secaraberkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik , safuan pendidikan, dan program pendidikan
dilakukanoleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh,
transparan, dansistematik untuk menilai pencapaian standar nasional
pendidikan.

(3) Evaluasi yang diadakan oleh Pemerintah Pusat melalui BSNP sebagai
acuanpengendalian mutu.

Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 62

(1) Akreditasi dilaksanakan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan
olehBadan Akreditasi Sekolah yang dibentuk oleh Gubemur Sumatera
Utara gunamenentukan kelayakan program dan atau satuan
pendidikan atau BadanAkreditasi Sekolah/ Madrasah.

(2) Akreditasi bagi pendidikan non formal oleh Badan Akreditasi Nasional
(BANPNF).

(3) Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara
obyektif,adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan
instrumen dankxiteria yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan, yaitu :
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a. Standar isi
b. Standar proses
c. Standar kompetensi lulusan
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
e. Standar sarana dan prasarana
f. Standar pengelolaan
g. Standar pem.bia.yaan dan
h. Standar penilaian pendidikan

(4} Setiap satuan pendidikan pada jaiur formal dan non formal wajib
meiakukanpenjaminan mutu pendidikan untuk memenujhi atau
meiampaui standamasionai pendidikan serta diiakukan secara
bertahap, sistematis, danterencana dalam suatu program pcnjamman
mutu yang memiliki target dankerangka waktu yang jelas.

Fasal 63

( 1 ) Untuk mehjamin adanva Pengendalian Mutu Pendidikan, satuan
pendidikanformal dan non formal wajib melaporkan hasil evaluasi
setiap semesterkepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas
Pendidikan Kabupaten, minimalpelaporan terhadap :
a Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga

kependidikan.

b. Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dankegiatan
ekstrakuiikuler.

c. Hasil belajar peserta didik , dan
d. Realisasi anggaran

(2) Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Akreditasi
Sekolah/ Madrasahdan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dapat
mengadakan supemsi danmembantu satuan pendidikan yang berada
di bawah kewenangannya untukmenyelenggarakan atau mengatur
penyelenggaraannya dalam meiakukanpenjaminan mutu .

Bag!an Ketlga
Sertiflkasi
Pasal 64

( 1) Hasil sertiflkasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
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(2) ljazah dibexikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap
prestasibelajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah
lulus ujianyang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi .

(3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan
lembagapelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai
pengakuanterhadap kompetensi untuk melakukan pekeijaan tertentu
setelah lulus ujikompetensi yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan yang terakreditasiatau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagai dimaksud dalam ayat ( 1) , ayat
(2)dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 65

( 1) Hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian nasional
digunakansebagai salah satu pertimbangan untuk :
a penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan.
b. seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi .
c . pemetaan mutu satuan dan program pendidikan.

d. akreditasi satuan pendidikan.

e. pembinaan dan pembenan bantuan kepada satuan pendidiknn
dalamupaya peningkatan mutu pendidikan.

(2) Pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian
nasionalharus dilaksanakan secara jujur, tepat dan mengacu kepada
ketentuan /peraturan yang ditetapkan.

(3) Biaya penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional dan
ujiannasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan
PemerintahDaerah.

(4) Penyelenggaraan ujian nasional harus melibatkan pengawas dari
unsurindependen.
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BAB XIII
DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH / MADRASAH, KOMITE PNEI

DAN PERAN SERTA MASYARARAT
Baglaii Kesatu

Dewan Pendidikan
Pasal 66

Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan aktif
dalampemngkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan
pertimbangan,arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,

serta pengawasanpendidikan.

Kepengurusan Dewan Pendidikan disusun berdasarkan hasil
musyawarahsebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tanggadan susunan Kepengurusan Dewan Pendidikan
disahkan melalui SuratKeputusan Bupati.
Dalam meiaksanakan peran dan- fungsinva, Dewan Pendidikan
memperolehdana subsidi baik dari Pemerintah dan atau Pemenntah
Daerah atau sumbersumberlain yang sah dan tidak mengikat .

Penggunaan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajibdipertangungjawabkan melalui pengurus kepada pemberi dana
subsidimasing-masing.

(1)

(2)

\ w;

H)

Bagian Kedua
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 67

( 1) Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan
berperandalam peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan
pendidikan denganmemberikan pertimbangan, arahan dan dukungan
tenaga, saranadan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada
satuan pendidkanyang bersangkutan.

(2) Kepengurusan Komite Sekolah hasil musyawarah sebagaimana diatur
dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah
di satuanpendidikan masing-masing dan disahkan melalui Surat
Keputusan KepalaSekolah.

(3) Masa kepengurusan Komite Sekolah selama 2 tahun atau maksimal 2
kalimasa kepengurusan.
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Bagian Ketlga
Peran Serfa Masyarakat

Pasal 68

(1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan
pendidikan yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi programpendidikan dilaksanakan melalui atau mendapat ijin
tertulis dari dewanpendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Masyarakat baik selaku pribadi maupim lembaga dapat berperan
serta padapenyelenggaraan maupun dalam pengendalian mutu
pendidikan, sertasebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil
pendidikan.

(3) Dalam pengendalian mutu pendidikan, masyarakat dapat
membentukLembaga Pengendalian Mutu Pendidikan yang bersifat
independen untukmelaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu
pendidikfin.

(4) Persvaratan pembentukan Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan
besertatugas pokok dan fungsi lembaga dimaksud, diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 69

(1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan mencakup
pengawasanadministratif dan teknis edukatif pada semua jalux,
jenjang dan jenispendidikan.

(2) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraanpendidikan sebagaimana diatur dalam ayat ( 1) Pasal
ini.

(3) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai
dengan kewenangannya

c—C"
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BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

( 1) Bupati berkewenangan menerapkan sanksi administrasi
terhadappelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (3) dan Pasal 14
ayat (5).

(2) Penerapan. sanksi administrasi berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penundaan atau pembatalan terhadap pemberian subsidi;
c. Penghentian sementara semua kegiatan; dan
d. Pencabutan izin.

(3) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkankepada pejabat terkait.

BAB XXI
KERJASAMA

Pasal 71

( 1 ) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan
menjalinkeijasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak
termasukperguruan tinggi dan satuan pendidikan non formal yang
ada di KabupatenNias Utara sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku .

(2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama
bidangpendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kabupaten Nias
Utara denganmemperhatikan pertimbangan Dewan Pendidikan
Kabupaten Nias Utara

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan
yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
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BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggai ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannva dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggai IQ OktOboc 2013

3UPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggai 20 C*H>W- 2013

DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,SE

HAOGOSOCHI HULU, SE. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS tTTARATAHUN 2013 NOMOR SERI £
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR (4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIRAN

I. UMUM
Pembangunan KaJbupaten Nias Utara diarahkam kepada terwujudnya
KabupatenNias Utara sehagai kota pendidikan- Pendidikan dapat
difungsikan sebagai pranatasosial yang kuat dan untuk
memberdayakan semua warga Kabupaten Nias Utara,sehmgga
mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah
danberkembang sesuai perkembangan peradaban manusia.
Penyelenggaraan pendidikan haras berlangsung secara sinexgis dan
komprehensif, oleh karena itu diperlukan pengafuran

meliputi bentuk dan jenis
tujuan, kaidajhpenyelenggaraan, satuan

sarana dan prasaranapendidikan,

penyelenggaraanpendidikan yang
pendidikan, fungsd .

pendidikan, peserta didik,
kurikulum, peran serta masyarakat, manajemen, evaluasi, dansanksi.
Pendidikan merupakan proses yang dinamis sesuai dengan
perubahanmasyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi . Dalam rangkamengantisipasi dan merespon kondisi
tersebut sejalan dengan sistemPendidikan Nasional, maka perlu
diatur komponen Pendidikan yang meliputiPendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,Pendidikan Non Formal,
Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus, PendidikanLayanan Khusus
dan lain-lain sehingga diharapkan kualitas pendidikan
dapatditingkatkan.

Sesuai visi pendidikan di Kabupaten Nias Utara yaitu 'Terwujudnya
Sumber Daya Manusia yang Beriman, Cerdas, Mandiri , dan
Menguasai Teknologi" maka penyelenggaraan pendidikan diKabupaten
Nias Utara diharapkan mampu mempersiapkan generasi yang sejak
dinimemiliki keunggulan kompetitrf dalam tatanan kehidupan
nasional maupunglobal.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Urutan No. 10

Tenaga Kependidikan antara lain terdiri dari: Tenaga Pendidik
(bidangketerampilan, kecakapan dll); pengelola satuan
Pendidikan; Peneliti;Pengembangan di bidang Pendidikan,
Perpustakaan, Laboratorium.Teknisi sumber belajar;. penguji
dll.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Urutan No. 9

:

Peserta. didik yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus
adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang mengalami
hambatan masalah ekonomi atau penyandang masalah sosial
antara lain :
a Anakjalanan
b. Pekerja anak
c. Anak Pengungsi

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal .7
Urutan No. (2)

Pendidikan non formal antara lain lembaga PAUD, Keaksaraan
Fungsioanat ( KF) , paket B, C, Kuxsus.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat ( l ) ' huruf c.
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Kelompok Belajar untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar
dalamrangka mengakomodasi kebutuhan terhadap pendidikan
sepanjang hayatyang berazaskan "dari, oleh dan untuk
masyarakat" dalam wadah PusatKegiatan BeJajax Masyarakat
(PKBM).

Ayat (1) huruf d
Madrasah Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan pada jalur
pendidikan nonformal yang memberikan Pendidikan Agama
Islam kepada anak didik yangtidak terpenuhi pada jalur sekolah
atau pendidikan formal.

Ayat (1) huruf e,
Taman Pendidikan AI-Qur'an (TPQ / TPA) mengadakan
pembelajaran menulishuruf Arab dan membaca serta
mendalami isi kandungan kitab suci AI-Qur'anyang diikuti oleh
para santri yang dibimbing / diajar oleh Ustadz atau'Jstadzah,
dalam upaya agar para santri dapat ajaran
Agamalslam secara benar yang diilhami dari isi kandungan
kitab suci AI-Qur'an.

Ayat (2) huruf a
Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan
memberikan kecakapanpersonal, kecakapan sosial, kecakapan
intelektual, dan kecakapan vokasionaluntuk bekerja, berusaha
dan atau hidup mandiri.

yang

Ayat (2) huruf c.
Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi
masyarakat yang butaaksara agar mereka dapat membaca,
menulis, berhitung, berbahasalndonesia dan berpengetahuan
dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

warga

Ayat (2) huruf e.4.— Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan Non Formal
yangmenyelenggarakan pendidikan umum, yakni Program Paket
A, program PaketB dan Program Paket C.

Ayat (2) huruf f.
Kepercayaan diri menganut ajaran agama yang dianutnya
dengan memiliki iman, taqwa, serta memiliki rasa sosial dan
berkemampuan dalam pengembangan karakter yang berpihak
kepada masyarakat.
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Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (2)

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas
izinPemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan pendidikanpada bidang akademik dan bidang
uinum,

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup jelas
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Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (5)

Penghargaan khusus dapat berupaya piagam penghargaan,

beasiswa insentif khusus / bonus atau penghargaan lain yang
bermanfaat bagi masa depan peserta didik.

Pasal 30
Ayat (6) dan (7)

Prestasi non akademik lainnya meliputi bidang olah raga, seni,

dan MTQ
mendapatkan juara I, II , atau Ill serendah-rendahnya tingkat
propinsi.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32|

f Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
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Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52I
Cukup jelas

Pasal 53:
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal D6
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
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Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah Komite Sekolah atau

warga yangpeduli dengan pengembangan pendidikan.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR
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